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PENETAPAN

Nomor 1445/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Kabupaten  Malang  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan  penetapan  sebagai  berikut  dalam  perkara  Isbat  Nikah  yang

diajukan oleh :

MISNO  ANDRIYANTO  BIN  SUWARNO,  umur  42  tahun,  agama  Islam,

pendidikan  SLTP,  pekerjaan  Buruh  Pabrik,  tempat

kediaman  di  Jalan  Nanas  RT.010  RW.003  Desa

Gunungsari  Kecamatan  Tajinan  Kabupaten  Malang,

sebagai Pemohon I;

RATNA WULANDARI BINTI TARIP, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTP,  pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,  tempat

kediaman  di  Jalan  Nanas  RT.010  RW.003  Desa

Gunungsari  Kecamatan  Tajinan  Kabupaten  Malang,

sebagai Pemohon II; 

                Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  para  Pemohon  dalam  surat  permohonannya  yang  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang  pada  tanggal  06

Desember 2023 dengan Register Perkara Nomor 1445/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  17  Agustus  2010,  Pemohon  I  melangsungkan  pernikahan

dengan Pemohon II  menurut  agama Islam  di  rumah  Kakek Pemohon II

Desa  Blayu Kecamatan  Wajak Kabupaten  Malang  di  wilayah  Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Wajak Kabupaten

Malang;
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2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Kawin dengan

wanita  bernama  Sugi  Supriati  dalam  usia  29  tahun,  dan  Pemohon  II

berstatus perawan dalam usia 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan

wali  nikah  Ayah   Pemohon  II  bernama  :  Tarip,  dan  dihadiri  saksi  nikah

masing-masing bernama Imam Sujari dan Rochmat Kurniawan  dengan mas

kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar

tunai; 

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat

semenda  dan  pertalian  sesusuan  serta  memenuhi  syarat  dan  tidak  ada

larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum

Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa  setelah  pernikahan  para  Pemohon  hidup  rukun  sebagaimana

layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : 

a. Olivia Audrey Cantika, Umur 12 Tahun (Malang, 28 September 2011);

5. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  tidak  ada  pihak  ketiga  yang

mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula

para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa  sampai  sekarang  para  Pemohon  tidak  pernah  menerima  kutipan

akta  nikah,  setelah  diurus  ternyata  tidak  tercatat  pada  register  KUA

Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, oleh karenanya untuk alas hukum

dalam pengurusan Administrasi Kependudukan seperti Akta Kelahiran dan

Kartu Keluarga diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Para  Pemohon  sanggup  membayar  seluruh  biaya  perkara  yang  timbul

akibat perkara ini;

      Berdasarkan hal-hal  tersebut  di  atas,  Para Pemohon mohon agar

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara

ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan  sah  pernikahan  Pemohon  I (MISNO  ANDRIYANTO  BIN

SUWARNO) dengan  Pemohon  II  (RATNA WULANDARI  BINTI  TARIP)

yang  dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 2010 di wilayah Pegawai
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Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Tajinan  Kabupaten

Malang;

3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa,  pada  hari  persidangan yang telah  ditetapkan,  para  Pemohon

masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi

dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, maksud permohonan para Pemohon tersebut telah diumumkan

lewat Radio Kanjuruhan pada tanggal 06 Desember 2023; 

Bahwa kemudian para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk

mencabut  perkara  permohonannya  Nomor  1445/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

tersebut dan mohon penetapan;

Bahwa,  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  maka  ditunjuk

segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara

ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  para  Pemohon

pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  49  Ayat  (2)  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir  dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama

untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang  bahwa dalam permohonan  para  Pemohon,  domisili  para

Pemohon  berada  pada  wilayah  yurisdiksi  Pengadilan  Agama  Kabupaten

Malang, maka perkara ini  merupakan kewenangan relatif  Pengadilan Agama

Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon menyatakan mohon

agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;
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Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  dalam  permusyawaratannya  telah

sepakat  bahwa  pencabutan  permohonan  para  Pemohon tersebut  dapat

dikabulkan;

Menimbang  bahwa  oleh  karena  permohonan  para  Pemohon dicabut,

maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register

perkara  yang  bersangkutan,  hal  yang  demikian  untuk  tertibnya  administrasi

peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan

Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73,

dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor

3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor  3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009,

maka semua biaya yang timbul  akibat  perkara  ini  dibebankan  kepada para

Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  Pencabutan  perkara  Nomor  :

1445/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg dari Para Pemohon;

2. Memerintahkan  Panitera  untuk  mencatat  pencabutan  perkara

tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan  kepada  Para  Pemohon untuk  membayar  biaya

perkara sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis,

tanggal  28  Desember  2023 Masehi,  bertepatan dengan tanggal  15  Jumadil

Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H. ES. sebagai Ketua

Majelis, Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. dan Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH,

M.H. masing-masing sebagai  Hakim Anggota, penetapan tersebut  diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh HERA NURDIANA,

S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.
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Hakim Anggota 

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

Hakim Anggota 

Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.

Ketua Majelis,

Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H. ES.

Panitera Pengganti,

HERA NURDIANA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 100.000,00
Panggilan Rp 430.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 600.000,00
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